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DPR Prlorltaskan RUU Penyadapan

JAKARTA - Badan Legls~ \

lasi DPR RI memprioritaskan
Rancangan Undang-Undang

rampung sebelum masa ja—
batan para wakil rakyat pen—
 ode 2014-2019 selesai pad

September mendatang,”
~ Ketua Badan Legislasi, Su— .
: pratman Andi Agtas menu- __

- turkan, pengambilan kepu—_'

tusan RUU Penyadapans;

_ akan dilakukan bulan depan..

“Kemudian itu baru men;ad1

- usulan inisiatif untuk dipari-
purnakan di DPR,” kata Su-

pratman kepada wartawan

di Kompleks P_arlemen_

~ Senayan, Rabu (26/6).
Supratman menegaskan,
dalam hal ini, tugas Badan

_ LeglslaSJ. adalah menyusun

rancangan undang-undang

_ ng tersebut. Setelah selesai,
(RUU) Penyadapan. Alhasil,
regulasi tersebut dideadline

Badan Legislasi akan mem-
berikan RUU.ke Badan Musy-

_awarah,untuk segera dibahas
~dalam Rapat Paripurna. .
- Meski menargetkan dan

menjadikan prioritas, kata

pohtlkus Partai Gerindravitu, '
selesainya Ubrtersebut tetap _
berganting pada pemerin-
+ tah: Saat RUU selesai dibahas
dalam paripurna, RUU.akan

dikirim ke pihak pemerin-

tah untuk mendapat respons

atas RUU tersebut. Bila pihak
pemerintah eksekutif cepat
menjawab, maka RUU akan
selesai semakin cepat.

Dia menjelaskan, pem-

~ bahasan RUU Penyadapan

sendiri sudah mehbatkan'

~ sejumlah pihak, utaman-
_ ya penegak hukum, yakni
KPK dan Kejaksaan. Selain

itu, Badan Legislasi juga
menerima masukan dari

" kepolisian. Garis besar yang
“dibahas, adalah soal izin pe-

nyadapan.
“Intinya satu, penyada—
pan yang berkaltan dengan

kewenangan KPK itu tidak

perlu memerlukan izin dari
pengadilan,” kata dia.
Sedangkan untuk penegak
hukum selain KPK, peny-
adapan harus mendapatkan
izin dari pengadilan terlebih
dahulu. Dalam hal ini, kata
Supratman, Baleg akan mem-
perkuat skema izin itu melalui

undang-undang. (aen)



